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ABSTRAK

ANALISIS HUKUM NOMOR POKOK WAJIB PAJAK YANG DI BUAT
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG
SEBERANG ULU

Rio Oktaviyandi

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada
wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai
tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Fungsi dari Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) adalah : (1) sebagai tanda pengenal diri atau tanda identitas wajib
pajak, dan (2) sarana administrasi perpajakan. Kewajiban mendaftarkan diri untuk
memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya.

Ini adalah untuk mengetahui perkembangan ilmu khususnya pengetahuan
di bidang hukum dan untuk mengetahui fungsi analisis hukum nomor pokok
wajib pajak yang dibuat di Kantor Pratama Pajak Plaju kota Palembang.Penelitian
ini merupakan penelitian hokum yuridi sempiris meneliti aspek hukum, asas
hukum, kaidah hukum, doktrin, dan lain-lain. Penelitian hokum normative
mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di
dalam masyarakat. Dari bahan-bahan yang dikumpulkan, baik bahan hukum
primer maupun bahan hokum sekunder kemudian di olah dan di analisis secara
sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa: 1) Pajak adalah kontribusi
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. 2) Seiring dengan kemajuan teknologi kantor pelayanan
pajak pratama Palembang Seberang Ulu memanfaatkan teknologi untuk
memudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajak dan dapat meningkatkan
pendapatan negara dari sektor pajak. 3) E-Fin yang diperoleh dari Kantor
Pelayanan Pajak dapat digunakan sebagai pelaporan SPT secara online maupun
mencetak billing pembayaran pajak dengan sendirinya.

Kata kunci: Nomor Pokok Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Palembang
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang melaksanakan
kegiatan pembangunan. Salah satu kegiatan pembangunan yang dilakukan
adalah pembangunan nasional. Dana ini salah satunya berasal dari
penerimaan pajak. Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial
untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan. Penerimaan dari sektor
pajak ternyata salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Dalam
memahami mengapa seseorang harus membayar pajak untuk membiayai
pembangunan yang terus dilaksanakan, maka perlu dipahami terlebih dahulu
tentang pengertian pajak itu sendiri.Pajak adalah konstribusi wajib kepada
negara yang teruntang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara.l)

Sumber penerimaan pajak yang dapat diperoleh oleh negara salah
satunya adalah berasal dari tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan
memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi lebih baik bagi
orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh

manfaat dari padanya, dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan

memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya

1) Ali Chaidir, Hukum Pajak Elementer, PT Eresco, Bandung, 2007, hal. 17.



kepada negara melalui pajak. Di satu sisi tanah harus dipergunakan dan
dimanfaatkan sebesar-sebesarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat sedangkan di sisi lain harus dijaga kelestariannya.”

“Jenis pajak yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan adalah,
yaitu pajak penghasilan atas harga atau nilai transaksi yang disepakati antara
penjual dan pembeli dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan beserta
perubahannya. Pajak atas tanah dan bangunan tersebut karena adanya
pengalihan hak maupun persewaan atas tanah dan bangunan. Dalam
perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat atas tanah dan bangunan
selalu harus diikuti dengan pembuatan akta-akta yang diperlukan,
sebagaimana diatur secara khusus mengenai hal tersebut. Akta-akta mana
yang harus dibuat oleh pejabat yang bewenang, dalam hal ini Notaris dan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).”

“Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan
kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang di
pergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Fungsi dari
nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah : (1) sebagai tanda pengenal diri
atau tanda identitas wajib pajak, dan (2) sarana administrasi perpajakan.
Kewajiban mendaftarkan diri untuk meperoleh NPWP dibatasi jangka
waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak teruntang dan wajib

mengenakan pajak teruntang, jangka waktu pendaftaran NPWP adalah:

2 Masruroh, S, 2013, Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, dan
sanksi perpajakan, Diponegoro Jurnal of Accounting, hal. 1-15

® Wirawan B. llyas dan Richard Burton, Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan
Perkembangan, Edisi Keenam, Selemba Empat, Jakarta, 2018, hal. 7.



1. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1
(satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.

2. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak
melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilan tidak kena pajak,
wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
Pendaftaran NPWP di atur dalam pasal 2 KUP. Setiap wajib pajak yang
memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
wajib mendaftarkan di Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya
meliputi tempat kedudukan wajib pajak bagi wajib pajak badan.”

“Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan
mengadakan penelitian lebih mendalam lagi hasilnya di tuangkan ke dalam
bentuk skripsi dengan judul: “ANALISIS HUKUM NOMOR POKOK

WAJIB PAJAK (NPWP) YANG DIBUAT DI KANTOR PELAYANAN

PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU”.

Permasalahan
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam kajian
penulisan skripsi ini dapat dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Apakah akibat hukumnya bagi wajib pajak bila tidak memiliki NPWP?
2. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terhadap nomor pokok wajib
pajak (NPWP) yang dibuat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Palembang Seberang Ulu?

Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian
1. Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup penelitian ini merupakan kajian dalam

hukum perdata yang mana membahas tentang analisis hukum Nomor

) Theresia Woro Damayanti Supromono, Mekanisme dan Perhitungan, Perpajakan
Indonesia, 2004, hal.18-21.



Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dibuat di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Palembang Seberang Ulu.
2. Tujuan Penelitan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan ilmu khususnya pengetahuan di
bidang hukum.

2. Untuk mengetahui fungsi analisis hukum nomor pokok wajib pajak
yang dibuat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang

Ulu.

D. Kerangka Konseptual
1. Pengertian Konsep
Secara garis besar definisi konsep adalah suatu hal umum yang
menjelaskan atau menyusun suatu peristiwa, obyek, situasi, ide, atau akal
pikiran dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi antar manusia dan
memungkinkan manusia untuk berfikir lebih baik. konsep adalah abstrak,
entitas, kejadian atau hubungan.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah suatu sarana dalam
administrasi perpajakan yang di gunakan sebagai tanda pengenal diri atau

identitas wajib pajak.”

% http://id.m.wikipedia.org, Nomor Pokok Wajib Pajak, diakses pada tanggal 12
November 2018



http://id.m.wikipedia.org/

3. Hukum
Hukum adalah suatu himpunan peraturan yang di dalamnya berisi
tentang perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib kehidupan dalam
bermasyarakat dan harus ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat
karena pelanggaran terhadap pedoman hidup itu bisa menimbulkan
tindakan dari pihak.?
4. Wajib Pajak
Wajib Pajak merupakan individuatau orang atau suatu badan usaha
yang merupakan subyek pajak yang menurut peraturan perundang-
undangan dalam hal perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban

perpajakan di dalamnya pemotong pajak atau pemungut pajak tertentu.”

E. Metode Penelitian
1. JenisPenelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris meneliti
aspek hukum, asas hukum, kaidah hukum, doktrin, dan lain-lain.
Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai
norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. pengkajian yang di
lakukan hanyalah terbatas pada peraturan perundang-undangan (tertulis)
yang terkait dengan objek yang diteliti. Penelitian hukum normatif
mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai norma kaidah,

peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat

%) http://www.maxmanroe.com, Hukum, diakses pada tanggal 12 November 2018
") http://www.artini.com, Wajib Pajak, diakses pada tanggal 1 Mei 2016
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2.

tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan yang berdaulat. Penelitian
ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan
oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang.
Jenis dan Sumber Data

Sumber bahan hukum dari penelitian hukum yuridis empiris ini
diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (Library Research). ”Bahan
hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer
dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23 Ayat (2), Undang-
Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 Ayat (1),
Ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk
Wetboek), Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria,
Undang-Undang, nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia
nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), PP nomor 34
tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan
Hak Atas dan/atau Bangunan beserta Perubahannya, Peraturan Mentri
Keuangan Republik Indonesia nomor 107/PMK.001/2013 tentang tata
cara perhitungan, penyetoran, dan perlaporan pajak penghasilan atas
penghasilan dari usaha yang terima atau di peroleh wajib pajak yang

memiliki peredaran bruto tertentu.



3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian  kepustakaan (Library Research) dalam rangka

mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji:

1)

2)

3)

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat
seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua
ketentuan peraturan yang berlaku.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang di dapat dari
teori, pendapat para ahli, dan sebagainya yang ada relevansinya.
Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa
Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus besar hukum,

ensiklopedia, dan lainnya.

b. Penelitian lapangan (Field Research), dalam upaya mendapatkan data

primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai

karyawan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang

Ulu.

4. Analisis Data

Dari bahan-bahan yang dikumpulkan, baik bahan hukum primer

maupun bahan hukum sekunder kemudian diolah dan di analisis secara

sistematis. Sistematis adalah menafsirkan undang-undang sebagai bagian

dari keseluruhan sistem perundang-undang dengan jalan menghubungkan

dengan undang-undang lain.



F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam

4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB |

BAB Il

BAB Il :

BAB IV:

: Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup
dan tujuan, Kerangka konseptual, metode penelitian, serta

sistematika penulisan.

: Tinjauan Pustaka

Yang berisi paparan tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.
Pembahasan

Yang berisikan tentang bagaimana analisis nomor pokok wajib
pajak dan pengaturan hukum di Indonesia yang dibuat di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang
dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran yang baik dan

benar.
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